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MOTTO  

  

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi 

takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”  

(Umar Bin Khattab)  

  

“Aku membayangkan nyawa Ibuku untuk melahirkan ku ke dunia, jadi tidak mungkin aku  

tidak ada artinya”  

(Wince Putri Anggraini)  

  

“Alasan kenapa kamu sangat menginginkan sesuatu, adalah karena kamu sudah  

memilikinya dimasa depan”  

(Law Of Attraction)  
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ABSTRAK 

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) 

Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan Persfektif Siyasah 

Tanfidziyah 

Wince Putri Anggraini 

NIM. 2223150028 

 

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang bertujuan untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan terkait aset 

daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti aset yang terbengkalai, tidak termanfaatkan, 

rusak, hingga tidak tercatat dengan baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam 

pengawasan, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga 

legislatif yang memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Implemetasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Bengkulu 

Selatan terhadap aset daerah serta bagaimana tinjauan siyasah tanfiziyah terhadap 

pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan field research, melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen 

hukum terkait pengelolaan barang milik daerah. Teori Good Governance dan teori Siyasah 

Tanfiziyah dijadikan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  terhadap aset daerah belum berjalan 

optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan langsung, 

kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), minimnya pendataan aset 

yang akurat, serta lemahnya tindak lanjut atas temuan lapangan. Dari perspektif Siyasah 

Tanfiziyah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  tidak hanya 

berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan amanah yang harus 

dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban publik. 

Penguatan kapasitas, komitmen politik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

menjadi kunci untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD)  terhadap aset daerah. 

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aset Daerah, Pengawasan, Good 

Governance, Siyasah Tanfidziyah 
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ABSTRACT 

Implementation of the South Bengkulu Regional People's Representative Council 

(DPRD)'s Oversight Function Regarding Regional Assets: A Siyasah Tanfiziyah 

Perspective 

Wince Putri Anggraini 

NIM. 2223150028 

 

Regional asset management is a crucial part of governance, aiming to support public services 

and improve public welfare. However, in reality, various problems related to regional assets 

in South Bengkulu Regency remain, such as abandoned, underutilized, damaged, and poorly 

recorded assets. This situation indicates weaknesses in oversight, particularly by the Regional 

People's Representative Council (DPRD), the legislative body with the oversight function 

mandated by Law Number 23 of 2014. This study aims to determine how the South Bengkulu 

Regional People's Representative Council (DPRD) implements its oversight function 

regarding regional assets and how the siyasah tanfiziyah review of this function. This study 

employed a qualitative method with a field research approach, through interviews, field 

observations, and a review of legal documents related to the management of regional assets. 

Good Governance and Siyasah Tanfiziyah theories served as the basis for the analysis. The 

results indicate that the Regional Representative Council (DPRD)'s oversight of regional 

assets has not been optimal due to various obstacles, such as limited direct supervision, lack 

of coordination between Regional Apparatus Organizations (OPD), minimal accurate asset 

data collection, and weak follow-up on field findings. From a Siyasah Tanfiziyah perspective, 

the DPRD's oversight function is not merely an administrative obligation but also a mandate 

that must be carried out based on the principles of justice, public welfare, and accountability. 

Strengthening capacity, political commitment, and increasing transparency and accountability 

are key to optimizing the DPRD's oversight function of regional assets. 

Keywords: Regional Representative Council (DPRD), Regional Assets, Oversight, Good 

Governance, Siyasah Tanfidziyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


